
 

 
 

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 1989 

TENTANG 
 SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 

 
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  
 
Menimbang  : a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar Pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran 
nasional yang diatur dengan Undang-undang;  

b. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas 
manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil 
dan makmur, serta memungkinkan para warganya 
mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah 
maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945;  

c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang 
pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan 
penyelenggaraan pendidikan nasional;  

d. bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar 
Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 
1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang 
Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari 
Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan 
Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara 
Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), 
dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan 
Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2361), serta Undang-undang Nomor 14 
PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran 
Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 
PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan 
Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), 
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perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan 
pendidikan nasional sebagai satu sistem;  

e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam 
rangka memantapkan ketahanan nasional serta mewujudkan 
masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan 
persatuan nasional yang berwawasan Bhinneka Tunggal Ika 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu 
ditetapkan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

  
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang 

Dasar 1945. 
 

  
Dengan persetujuan 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN : 

  
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :  
1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan 
datang;  

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa 
Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945;  

3. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua 
satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk 
mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional;  

4. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat 
dan kekhususan tujuannya;  

5. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang 
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan 
dan kedalaman bahan pengajaran;  

6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 
tertentu;  

7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam 
penyelenggaraan pendidikan;  
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8. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, 
mengajar dan/atau melatih peserta didik;  

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan 
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan belajar-mengajar;  

10. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan 
pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang 
tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta 
didik dan Pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama;  

11. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia;  
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan 

nasional.  
  

BAB II 
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  
  

Pasal 3 
 Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta 
meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka 
upaya mewujudkan tujuan nasional.  
  

Pasal 4 
 Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 
pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 
mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.  
  

BAB III 
HAK WARGA NEGARA 

UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN 
 

Pasal 5 
 Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.  
  

Pasal 6 
Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti 
pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang 
sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan 
tamatan pendidikan dasar.  
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Pasal 7 
Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan 
diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, 
kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap 
mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.  
  

Pasal 8 
(1) Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa.  
(2) Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak 

memperoleh perhatian khusus.  
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
  

BAB IV 
SATUAN, JALUR DAN JENIS PENDIDIKAN 

 
Pasal 9 

(1) Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang 
dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.  

(2) Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan 
yang berjenjang dan bersinambungan.  

(3) Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan 
satuan pendidikan yang sejenis.  

  
Pasal 10 

(1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur 
pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.  

(2) Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di 
sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan 
bersinambungan.  

(3) Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di 
luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan 
bersinambungan.  

(4) Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang 
diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai 
budaya, nilai moral dan keterampilan.  

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak 
menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah.  

  
Pasal 11 

(1) Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan 
umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, 
pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.  

(2) Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan 
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pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan 
yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.  

(3) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik 
untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.  

(4) Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan 
untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.  

(5) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan 
kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon 
pegawai suatu Departemen Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Non 
Departemen.  

(6) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta 
didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan 
pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.  

(7) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada 
penguasaan ilmu pengetahuan.  

(8) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada 
kesiapan penerapan keahlian tertentu.  

(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan 
ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

  
BAB V 

JENJANG PENDIDIKAN 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 12 

Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan 
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.  
(1) Selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

diselenggarakan pendidikan prasekolah.  
(2) Syarat-syarat dan tata cara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan, dan 

penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah.  

  
Bagian Kedua 

Pendidikan Dasar 
 

Pasal 13 
(1) Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan 

kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang 
diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik 
yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.   

(2) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dasar dan 
penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
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